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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dengan adanya peningkatan kinerja pegawai
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, tunjangan
kinerja pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan telah ditingkatkan berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu dilakukan penyesuaian pembayaran tunjangan
kinerja;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2014
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Mengingat

tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Pengawas Obat Dan Makanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menetapkan
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8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.01.24.01.15.0062 Tahun 2015 tentang
Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ketentuan
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan  Makanan  diberikan  Tunjangan  Kinerja
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun
2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
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(3)

c. Pegawai Negeri Sipil lain yang diperbantukan di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan

ini.

2. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

3. Di antara Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan

pasal baru, yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 33 A

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai
bulan Nopember 2015.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja untuk
bulan Nopember dan Desember Tahun 2015 adalah
selisih antara besaran tunjangan kinerja sesuai
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan dikurangi dengan
besaran tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan.

Kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas

Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2015.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA





